REPUBLIK INDONESIA

No. 372, 2018 BAWASLU. Pengawasan Kampanye Peserta Pilgub
dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Wali Kota
dan Wawali. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kampanye
dilakukan dengan jujur, terbuka, dialogis, serta
mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota sebagai perwujudan pendidikan
politik perlu mengatur mengenai mekanisme pengawasan
Kampanye;

b. bahwa beberapan ketentuan mengenai mekanisme
pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan
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Mengingat

1.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan

dan PPL melaksanakan pengawasan Kampanye

untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran

Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota,

dan/atau Partai Politik;
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(3)

c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai
Politik, perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan
ketertiban umum; dan/atau

e. mengancam dan menganjurkan penggunaan
kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah.

Dihapus.

Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah dan

ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 12

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan

Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati

dan Pemilihan Wali Kota melaksanakan pengawasan

terhadap debat publik dan debat terbuka.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memastikan:

a.

lembaga penyiaran publik dan lembaga
penyiaran swasta menyiarkan secara langsung
dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan,;

acara debat publik dilakukan = secara
profesional, independen, dan tidak memihak
kepada salah satu pasangan calon;

pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah
yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga)
kali;

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
materi debat publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;



